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PUTUSAN
Nomor 1466/Pdt.G/2021/PA.Pra
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, Umur + 36 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin
Perempuan, Pekerjaan Belum /tidak bekerja,
Alamat KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ahmad Dimiati Hamzar, S.H. Adalah
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum
beralamat dan berkantor pada Kantor
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum
AHMAD DIMIATI HAMZAR & PARTNERS, Jin.
Datok Amin, Bebie, Desa Mekar Damai,
Kecamatan Praya, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 02
November 2021, No : 25/SK-PDT/ADH/
X1/2021 yang telah diregistrasi di kepaniteraan
Pengadilan Agama Praya tanggal 15 Desember
2021 Nomor 555/SK.Pdt/2021/PA.Pra,
sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur + 40 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-

laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
KABUPATEN LOMBOK BARAT, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1466/Pdt.G/2021/PA.Pra,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah menikah menurut Agama Islam
pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 di KABUPATEN LOMBOK BARAT,
NTB dengan Wali Nikah adalah Orang Tua kandung Penggugat bernama
XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang tunai Rp 500.000,00 dengan
saksi-saksi dua orang laki-laki dewasa beragama islam.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa selama menikah tersebut, telah berhubungan layaknya suami istri
dan sudah dikaruniai dua orang anak, XXXXXXXXXXXxxX (14 tahun)
XXXXXXXXXXXXX (9 tahun). Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat
pernah bercerai secara lisan sekitar 1 tahun yang lalu.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan
pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 di KABUPATEN LOMBOK BARAT,
NTB dan tidak pernah dilakukan dihadapan KUA.

7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis
namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah

sepaham.
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8. Bahwa Tergugat sering mempermainkan dan melontarkan kata-kata
cerai serta sering mengusir Penggugat dengan cara menyuruh pulang ke
rumah orang tua Penggugat.
9. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-
undang nomer 1 tahun 1994 Jo islam pasal 116.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi
untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cqg Majelis Hakim segera
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi.
PRIMAIR
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan
pada hari senin tanggal 13 Maret 2006 di, xxxxx Xxxx, Desa Gunung Sari,
Kecamatan. Gunung Sari, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,- NTB
3. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughro kepada Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
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Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang
dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX ~ XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX tanggal 22 Oktober 2021, Bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TENGAH di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan
pada 13 Maret 2006 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung
Penggugat, dan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXXX;
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- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah
seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara
sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan
dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bercerai dan tidak ada yang murtad;

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas
pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat,
Kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai
sekarang.dan keduanya telah di karunai 2 orang anak.

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memarahi Penggugat
sehingga Penggugat tidak tahan dan pulang kerumah orang tua
Tergugat;

- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun yang lalu yang lalu antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal, tidak ada
yang berupaya untuk rukun kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar
dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi
tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doda,

Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di
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bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan
pada tahun 2006 di rumah Tergugat;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung
Penggugat, dan Maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima
ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikahnya adalah XXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan
keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah
seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara
sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah perawan
dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah
bercerai dan tidak ada yang murtad,;

- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas
pernikahan mereka;

- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat,
Kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai
sekarang.dan keduanya telah di karunai 2 orang anak.

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun
2020 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memarahi dan mengusir
Penggugat, serta Tergugat telah mentalak Penggugat secara agama
pada tahun 2019;

- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun yang lalu yang lalu antara Penggugat
dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
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- Bahwa saksi tahu selama mereka berpisah tempat tinggal, antara
Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun
kembali;

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar
dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah
memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini
termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat,
ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama
Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan
Pengadilan Agama Praya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah
tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap perkara
sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih
dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini
Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak
pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,
maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut
sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menunjuk kuasa
maka sebelum mempertimbangkan dalil-dali gugatan Penggugat maupun
jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak
majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat kuasa
khusus;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa khusus dimaksud
beserta lampirannya, ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dari
segi formalitasnya telah terpenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan
oleh SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus, telah memenuhi
ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu maka
kuasa Penggugat sebagai kuasa yang sah mewakili Penggugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan
kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau samenvoeging
vanvordering pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum
positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh
karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu
kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan
beracara berdasarkan asas processdoelmatigheid penggabungan dapat saja
dilakukan asal terdapat innerlijke samenhangen atau koneksitas erat di antara
subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang
diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki
koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehinga pemeriksaan perkara
akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan
sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan
komulasi dengan isbath nikah dalam rangka pernceraian dengan dalil pokok
bahwa Penggugat adan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
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tanggal 13 Maret 2006 di KABUPATEN LOMBOK BARAT, NTB dengan Wali
Nikah adalah Orang Tua kandung Penggugat bernama XXxXXXXXXXXxxxx dengan
maskawin berupa uang tunai Rp 500.000,00 dengan saksi-saksi dua orang laki-
laki dewasa beragama islam, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada
hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi
sahnya pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan. Rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan Tergugat sering mempermainkan dan melontarkan kata-kata
cerai serta sering mengusir Penggugat dengan cara menyuruh pulang ke
rumah orang tua Penggugat, Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian
merupakan jalan terbaik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut
tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan
meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun
karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang
menggunakan hukum acara khusus (lex spesialis), sehingga Penggugat tetap
dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai
perceraiannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda
P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat
Keteragan Domsili atas nama Penggugat, majelis menilai bahwa bukti tersebut
telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan

bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Barabali,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.1466/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan demikian
Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Rbg jo.
Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat
sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah
bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan
sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya
terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas
pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya
saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah
memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah
berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan
Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut
adalah dalam rangka penyelesaian perceraiannya, oleh karena itu berdasarkan
ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan
Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang
kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan
mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah
dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah
menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara
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Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam
pada tanggal 13 Maret 2006 di KABUPATEN LOMBOK BARAT dengan wali
nikah Ayah kandung Penggugat bernama Sait maskawin berupa uang sebesar
Rp. 500.000,00- (Lima ratus ribu rupiah), tunai, ljab kabul dilaksanakan secara
langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta
dihadiri oleh + 25 orang di antaranya XxXxXXXXXXXXxXXXX, antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi
pernikahan, dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut,
ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam
pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum
Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum
Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1)
dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis
Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama’ yang diadopsi menjadi
pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:
1. Dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

wlo 53 po alag puing aizua S 8l ol s i soeall (b
J.)J— ‘_S.).QLJLS.

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang
wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang
adil”;

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:
@l aazmg il cais socall Cadg e din Ll cargin lale

Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang
perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum
atas pernikahannya“;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan
Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat
yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat
dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mengenai
isbat nikah telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan
keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta
hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 13 Maret 2006 di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

2. Bahwa, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak
tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, dari akibat dari percekcokan tersebut adalah pisah tempat
tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, dan selama
berpisah tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan
perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut
ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini
berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan
pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah
tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam
hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut
telah retak dan pecabh;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati
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dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang mana hal

tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan

perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang

terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru

mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini

sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi

pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana

tersebut dalam kitab Al-Mar’atu Baina Al Fighi Wa Al Qonuni halaman 100 serta
kaedah figih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Ldas el e Clawl % lages puisliio pu glaizl 9 >

les Lol 0lS

ozl o 3 g dz gl @AMl (ngiis Ol ol o L8

Artinya :“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan

dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah

apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,

namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri
kehidupan berumah tangga antara suami isteri*,

cddlaoll Ll le paio swlaslll,
Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil
maslahat”.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian
suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan
dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu
adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan
diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan
suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah
dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah
perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga
yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa
dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan
Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan
Tergugat sudah tidak pulang ke rumah maka pada hakikatnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika
dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada
maslahatnya, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah
perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan
pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Figh Sunnah Juz II

halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang

berbunyi :
olSs zodl walyicl gl azg )l din uolall sa) blges wui 15l
Blayy Loo sl
logiv TVl p& ol jzme g Laglliol G 8 uinall plg> azo
aisl asllb lgalls

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri
atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri
tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang
menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka,
maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan
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tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat
untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2006 di
KABUPATEN LOMBOK BARAT,;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp695.000,00 ( enam ratus sembilan puluh lima ribu

rupiah).
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Praya pada hari Rabu tanggal 12 januari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Nismatin Niamah S.H.l.,
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sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H., dan Solatiah, S.H.I,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izuddin, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.l, M.H. Nismatin Niamah S.H.l.

Solatiah, S.H.I
Panitera Pengganti,

Izuddin, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 560.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Sumpah ‘Rp 15.000,00
- Penerjemah :Rp ,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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